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ABSTRAK

Nita Megawati/22 2010 360 P/Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan
Anggaran Berbasis Kinerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berbasis  kinerja pada Kantor Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses
penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Kantor Inspektorat
Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis Penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian
dilakukan pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Variabel yang
digunakan adalah penyusunan anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan
anggaran berbasis kinerja. Indikatornya adalah Renstra,Renja, RKA, DPA,
Anggaran Kas, SPD, SPM, dan SPJ.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah
data kualitatif dan data kuantitatif Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan uraian penjelasan
mengenai analisis proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil analisis dari penelitian ini adalah Inspektorat pada dasarnya telah
menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dalam Proses
penyusunan dan pelaksanaan anggaran, namun dalam pelaksanaannya masih
terdapat kendala teknis maupun non teknis, selain itu pada pelaksanaan anggaran
adanya kegiatan yang tidak mencapai target hal i disebabkan pada saat
penyusunan anggaran belum direncanakan dengan baik sehingga masih adanya
mata anggaran yang tidak tepat didalam pelaksanaannya

Kata Kunci : Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Xl



ABSTRACT

Nita Megawati/222010360 P /Process Analysis Preparation andImplementation
of Performance-Based Budgeting in the Inspektorat of South Sumatra

Province.

Formulation of the problem in this study is how the preparation and
implementation of performance-based budgeting in the Office of the Inspekiorat of
South Sumatra Province. This study aims to determine the formulation and
implementation of performance-based budgeting in the Office of the Inspektorat of
South Sumatra Province.

Iypes of research including descriptive research. Where the research
conducted at the Office of the Inspekiorar of South Sumaira Province. 1he
variables used were performance-based budgeting and performance-based budget
_ Indicator is the strategic plan, working plan, RKA. DPA. Cash Budget. SPD.
SPM, and SP.J.

The data used in this study is primary data and secondary data. Data
collection techniques used in this study were interviews and documentation. Dala
analysis of this study is qualitative data and quantitative data. The analysis
technique used in this study is a qualitative analysis technique ts by description a
description  of the preparation  process  analysis and implementation of
performance-based budgeting in the Inspektorat of South Sumatra Province.

Results of analysis of this study is basically nspektorat has implemented
the internal affairs Number 13 of 2000 i the preparation and implementation of
the budget, but in practice there are still techmical and non-rechnical barriers,
other than that the budget implementation of the acuvities that do not achieve
performance targets this may be due at the time of preparation of the budger has
not been well planned so that the persistence of the hudget lies not appropriate
in the implementation.

Keywords: Budget preparation and budget implementation
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi Kinerja yang
hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang dinyataan dalam bentuk
dan ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau
metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam sektor
publik yang digunakan merupakan tahapan yang cukup rumit dan

mengandung nuansa politik yang cukup tinggi. (Mardiasmo, 2002: 137)

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah
menjadi instrument dalam kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai
alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada besarnya
komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah
dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan Anggaran sebagai alat
perencanaaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter
sekaligus dapat dinyatakan dan digunakan sebagai alat pengendalian agar
fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka
sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus

dilakukan dengan cermat dan sistematis (Mardiasmo.2002. [40)

Pada dasarnva ada dua jenis pendekatan utama perencanadn dan

penyusunan anggaran publik Kedua pendekatan tersebut adalah



1). Anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan 2) Pendekatan baru
yang sering dikenal dengan pendekatan New Public  Management.

(Mardiasmo, 2002: 145)

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan
di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam
pendekatan ini, vyaitu: (a) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan
pendekatan increametalism yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah
rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan
data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya
penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang lebih
mendalam. (b) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item yang
didasarkan atas sifat (mafure) dari penerimaan dan pengeluaran.

(Mardiasmo, 2002: 159).

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur /fine-item
dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk
mengontrol pengeluaran, bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai
dengan pengeluaran yang dilakukan. Adapun kelemahan dari pendekatan
anggaran tradisional adalah = (a) Hubungan yang tidak memadai antara
anggaran tahunan dengan rencanan pembangunan jangka panjang, (b) Lebih
berorientasi pada input dari pada output. (c) Sekat-sekat antara departemen
vang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai
Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, kesenjangan dan

persaingan antara departemen (d) angaran tradisional bersifat tahunan



Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk
proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktek-praktek yang tidak
diinginkan. (e) Sentralisasi penviapan anggaran, ditambah dengan informasi
yang tidak memadai menyebabkan lemahnya anggaran Sebagai akibatnya
adalah munculnya budger padding atau budgetary slack. (f) Persetujuan
anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme
pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai seperti seringnya dilakukan

revisi anggaran dan manipulasi anggaran. (Indra Bastian, 2001 : 166 )

Akibat dari ciri-ciri dan kelemahan yang ada pada anggaran
tradisional maka sejak pertengahan tahun 1980an telah terjadi perubahan
manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen
tradisional yang terkesan kaku, birokrasi, dan hirarkis menjadi model
manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan
munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk
mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan
anggaran sektor publik. Seiring perkembangan tersebut muncul beberapa
teknik penganggaran sektor publik seperti, (1) Zero Based hudgeting (ZBB)
Konsep zero budgening dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan vang ada
pada sistem anggaran tradisional  Zero Based Budgenng (ZBB) tidak
berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun 1.
namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saa ini, dengan z¢ro

hased budgeting (ZBB) seolah-olah proses anggaran dimulai dar hal-hal



yang baru sama sekali. ltem anggaran yang sudah relevan dan tidak
mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur
anggaran, atau mungkin juga muncul item baru, (2) Planning,
programming, and budgetng system (PPBS). PPBS merupakan teknik
penganggaran yang didasarkan pada teori yang berorientasi pada output dan
tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan
analisis ekonomi.

Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur orgnisasi
tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program vaitu
pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu PPBS adalah
salah satu model penganggaran yang ditujukan. untuk membantu manajemen
pemerintah dalam membuat keputuan alokasi sumberdaya secara optimal.
Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas
jumlahnya, sementara tunlutan' masyarakat tidak terbatasjumlaﬁnya. Dalam
keadaan tersebut pemerintah dihadapkan dalam pilihan alternatif keputusan
yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi
secara keseluruhan. dan (3) Teknik anggaran berbasis kinerja (performance
budgeting), pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai
kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan
vang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publhik

Anggaran dengan pendekatan Kinerja sangat menekankan pada konsep

value for money dan pengawasan atas Kinerja output Pendekatan int juga



mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta
pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan
keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja
dilengkapi dengan teknik analisis.

Sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang
berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai
hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Maksud dan tujuan
penganggaran berbasis kinerja adalah mengutamakan upaya pencapaian
hasil kerja (oufpur) dan dampak (outcomes) atas alokasi belanja (input) yang
ditetapkan dimana penyusunannya berdasarkan sasaran tertentu yang
hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Sehingga pada dasarnya
penganggaran berbasis kinerja akan merubah fokus pengukuran pencapaian
program/kegiatan yang akan dilaksanaan oleh satuan kerja dimana kegiatan
tersebut semula didasarkan atas beéarnya jumlah alokasi sumber daya
bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten / kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten / kota Selain sebagai lembaga yang bertugas melakukan
pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah, juga

merupakan lembaga negara vang mengeunzkan keuangan negara sehingga



dengan demikian juga melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran
dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Kenyataan yang ada pada
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan adanya target
kinerja keuangan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan
sebelumnya. Seperti yang tergambar pada tabel 1.

Tebel 1.1

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 yang belum mencapai target.

[ Kode Anggaran
Rekening setelah
Uraian perubahan Realisasi Lebih/kurang | %
| 1.20.07.04.01 | Pemulangan Pegawai 0 . 0.00
Yang Pensiun 3.000.000.- st
1.20.07.06.07 | Penyusunan  Laporan | 90.000.000.- 24.391.250.- | 65.608.750.- | 27.10
Hasil Audit
1.20.07.20.02 | Penanganan Kasus | 300.000.000.- 149.691.675.- | 150.308.325.- 19.90 |
Pada Wilavah
Pemerintah Dacrah

Sumber : Inspektorar Provinsi Sumatera Selatan 2010

Dari data tersebut (terlampir) ada 3 mata anggaran dari total 41 mata
angearan vang tidak mencapai target, seperti mata anggaran kegiatan
pemulangan pegawai yang pensiun, penyusunan laporan hasil audit, dan
penangan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan
Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan vang disusun tahun

2009, untuk kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun ditetapkan capaian

kinerja dengan tingkat capaian 100 o, Kegiatan penvusunan laporan hasil



audit dengan tingkat capaian 200 laporan, sedangkan untuk kegiatan
penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan
rencana tingkat capaian 90 %. Sedangkan pada realisasinya ketiga kegiatan
tersebut belum mencapai target.

Adanya target Kinerja Keuangan yang belum tercapal menurut
penulis dimungkinkan oleh kurang tepatnya kebijakan dan kurangnya data
pendukung yang digunakan saat penyusunan anggaran atau pada saat
pelaksanaan kegiatan anggaran. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Proses Penyusunan
Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Inspektorat

Provinsi Sumatera Selatan™

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, permasalahannya adalah
bagaimana penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada

Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan
di atas maka. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera

Selatan



D. Manfaat Penelitian

a.

Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan penulis mengenai penyusunan
dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan.

Bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai referensi pemikiran dan masukan tentang penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Bagi Almamater

Sebagai wawasan informasi untuk memberikan masukan bagi pihak-
pihak yang membutuhkan serta blahan maéukan bégi penelitian

selanjutnya.
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KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hendra Cipta tahun 2011
dengan judul Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
(Performance Based Budgeting) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Datar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan
penganggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Datar. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan bukti empiris kinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten Tanaﬁ Datar yang ditinjau dari aspek
kemandirian, Keuangan, Ketergantungan Keuangan, desentralisasi fiscal,
efektifitas dan efisiensi pemberlakuan anggaran berbasis kinerja.

Kesimpulan dari penelitian ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
telah menerapkan performance based budgeting dalam penyusunan APBD
untuk tahun anggaran 2009 dan 2010. Ini ditandai dengan adanya indikator
kinerja, berupa output dan outcome, dalam Dokumen Pelaksanaan Angaran
(DPA) SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Adapun persamaan dari
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa kedua penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui kinerja berdasarkan anggaran berbasis
kinerja dan juga bagaimana prosedur penyusunan dan pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja.

9
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B. Landasan Teori

l. Pengertian Anggaran Negara dan Keuangan Negara

Menurut Revrison Baswir (2004-34)," Anggaran Negara adalah
gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan
mata uang, vang meliputi kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk
suatu periode dimasa depan maupun penerimaan untuk menutupi

pengeluaran tersebut™.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan
Negara (APBN) merupakan pengelolaan keuangan Negara yang
ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang, APBN harus sesuai
dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara. Undang-Undang
ini juga menjabarkan tahapan penting dalam penyusunan APBN yang
diawali dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiscal dan
kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR

selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

2. Konsep Anggaran dan Fungsi Anggaran
1. Konsep Anggaran
Menurut Mulyadi (2001 : 488), konsep anggaran dapat dijelaskan
scbagai berikut
1. Anggaran dapat dinyatakan dalam satuan keaangan dan satuan

lainnya.
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Anggaran memiliki jangka waktu 1 tahun

Anggaran merupakan komitmen manajemen yang disetujui oleh
pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi.

Anggaran dapat diubah dan merupakan alat bantu dalam

menganalisa kinerja keuangan organisasi.

Fungsi Anggaran

Untuk dapat lebih memahami konsep anggaran, beberapa fungsi

anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara lain

(Nordiawan, 2006;48) :

1.

Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi mengetéhui apé yang harus
dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat.

Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat
menghindari  adanya  pengeluran  yang terlalu  besar
(overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak
semestinya (misspending)

Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan
arah atas kebijakan tertentu. Contohnya, adalah apa yang
dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal. apakah
melakukan kebijakan fisca/ ketat atau longgar dengar mengatur

besarnya pengeluaran yang direncanakan.



Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat
komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program
yang telah dijanjikan.

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian
atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi
dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang
akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa mcnjadi patokan
apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target
berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efesiensi
bfaya.

Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikai dengan
menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target
pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat
motivasi yvang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih
mungkin untuk dicapai”™ (challenging but attainable atau
demanding but achievable). Maksudnya adalah suatu anggaran
itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi

juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.
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Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum
sesuai moral etika. (Mahmudi, 2005:6). Sedangkan menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, “Kinerja adalah
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur”.

Pengertian lain yaitu “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam
mewujudkan saéaran, tujuan, dan misi organisasi yang tertuang dalam
perumusan strategi (Strategic Planning) suatu organisasi.

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah prosedur dan mekanisme yang
dimaksudkan untuk memperkuat kaitan antara dana yang disediakan
untuk entitas sektor publik dengan outcome dan/atau output entitas
tersebut melalui  penggunaan informasi  Kinerja formal dalam
pengambilan keputusan alokasi sumberdaya (Robinson dan Brumby,

2005:87).
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Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan olch (Syah dan Shen,
2009 ;69) yaitu suatu sistem penganggaran yang menyajikan tujuan dan
sasaran untuk apa dana dibutuhkan, biaya dari program yang diusulkan
dan kegiatan yang terkait untuk mencapai tujuan tersebut , serta oufpul
yang dihasilkan atau jasa Iyang diberikan pada setiap program.

Dari pengertian —pengetian tersebut dapat disimpulkan bahwa
penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis
dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang
dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya
dengan menggunakan informasi Kinerja.

léobinson dan Last (2009 :78) menyatakan bahwa Penganggaran
berbasis kinerja hanya dapat berhasil jika setiap satuan kerja yang

melakukan pengeluaran anggaran (spending agency) Diharuskan untuk:

I. Secara eksplisit mendefinisikan owtcome yang pelayanannya

diberikan kepada masyarakat

I~

Menyediakan indikator kinerja kunci untuk mengukur efektifitas dan
efisiensi pelayanannya untuk Menteri Keuangan dan pembuat

keputusan politik kunci selama proses penyusunan anggaran.

Di Indonesia. persyaratan di atas tergambar dalam dokumen-
dokumen yang digunakan atau dihasilkan dalam proses penyusunan
anggaran pemerintah. Untuk Pemerintah Daerah

(Provinsi/kabupaten/kota).  dokumen-dokumen  tersebut meliputi



—
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Keijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platon Anggaran Sementara
(PPAS). Sedangkan pada tingkat satuan kerja Pemerintah Daerah
(SKPD), dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Strategik
(Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD. Untuk dapat dikatakan telah menerapkan
penganggaran berbasis kinerja tidak hanya dibuktikan dengan
keberadaan dokumen-dokumen tersebut, melainkan juga dengan
adanya keselarasan substansi antar dokumen-dokumen tersebut yang
dapat diliha:t dari ada tidaknya indikator kinerja yang selaras dalam
dokumen-dokumen tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
lOS/PMK.OZ/QOOS. maksud‘ dan tujuan pen:ganggaran berbasis
kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

a. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (outpur) dan
dampak (outcomes) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan.

b. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam
satu tahun anggaran.

Program dan kegiatan disusun berdasarkan Renstra/tupoksi

]

kementrian  lembaga/Negara.Mantaat  Penerapan  Anggaran
Berbasis Kinerja menurut Yuwono (2005:35) adalah :

a. Transparansi
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Meningkatkan  transparansi  dengan menekankan
kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan
kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk
meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran
dan pelaksanaannya.

Melalui penuangan kebijakan pemerintah kedalam
program-program pemerintah dapatmenunjukkan
komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah
dipahami.

Pengangaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan
mcnurut!program selaingga pemisahan data biaya dan
penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan
keputusan, disamping memberikan gambaran yang jelas

pula mengenai pengeluaraﬁ dan hasil yang diliarapkan.

b. Pola Penganggaran

(o]

Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada
bagaimana mendapatkan anggaran dan
membelanjakannya menjadi  bagaimana membiayai
kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu
sesual prioritas.

Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil

yang diharapkan sesual tujuan dan sasaran program,



C.

d.

~J

Kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

3. Tujuan yang luas dan strategi yang ditetapkan oleh
pembuat kebijakan disusul dengan penyusunan program,
kegiatan dan sub kegiatan untuk mendapat tujuan
dimaksud.

Penentuan Prioritas

1. Pendekatan anggaran berbasis kinerja memberikan
peluang kepadalembaga penentuw/pembuat kebijakan
seperti cabinet dan DPR untuk menentukan prioritas

secara rasional.

2. Pendekatan anggaran berbasis kinerja membawa

kejelasan atas focus kebijakan pemerintah, bagaimana
kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan
target, serta bagamaimana anggaran dibagi diantara
berbagai prioritas
Efisiensi Birokrasi
Penerapan anggaran berbasis  kinerja berpotens:  besar
meningkatkan efisiensi birokrasi. Anggaran berbasis kinerja
mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam
performa yang prima  yang mendorong torfokusnya

pencapaian hasil.
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5. Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada SKPD dimulai
dengan menyusun Renstra (Rencana Strategis), menuru: Peraturan
Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 Renstra yang selanjutnya disingkat
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Dacrah merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Renstra-SKPD memuat vist,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan
bersifat indikatif. Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala
SKPD.
Tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
adalah :
1. Membuat suatu dokumen pere.ncanaan pembangunah dalam jangka
waktu menengah, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

J

Agar aparat pengawasan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
mempunyai komitmen vang kuat dan bertangeungjawab  untuk
mencapai visi dan mist yang telah ditetapkan.

Tahap selanjutnya yaitu menyusun Renja (Rencana Kerja)

vang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. hasu

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
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masalah vang dihadapi, dan usulan program kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program
dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,
kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran
yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan
maju. Maksud penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Sumatera
Selatan adalah menyusun suatu rencana pembangunan di bidang
pengawasan serta menetapkan indikator kinerjanya, yang
pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja bacrah Provinsi Sumatera St;latan pada tahun yang
bersangkutan.

Tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA). Rencana Kerja a-nggaran merupakan dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan
suatu Kementrian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementrian
Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta
anggaran  yang diperlukan untuk melaksanakannya. Proses
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dapat diuraikan sebagai
herikut :

a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
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Penganggaran secara strategis dalam RKA perlu dibatasi dengan
pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak
mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Penvusunan Rencana Kerja anggaran pada suatu satuan kerja
pada dasarnya adalah penyusunan informasi berupa rencana
kegiatan dan riancian belanjanya,pendapatan yang diterima
satker dan rencana penarikan alokasi anggarannya dalam satu

tahun anggaran.

Kegiatan-kegiatan dalam RKA dapat dibedakan kedalam tiga

kelompok kegiatan, yaitu

a.

Kelompok kegiatan dasar, yaitu kegiatan yang dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, merupakan
syarat‘ minimal berjalannya suatu orgénisasi atau kegiatan'—
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan
publik/ birokrasi sesuai tugas fungsi yang diemban oleh satker
Kelompok kegiatan prioritas nasional adalah Kegiatan yang
ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program
prioritas nasional Ouipul Kegiatan- kegiatan prioritas secara
bersama menunjang pencapalan sasaran program prioritas
nasional.

Kelompok kegiatan penunjang yaitu kegiatan- kegiatan vang

dilaksanakan dalam rangka melaksanakan prioritas kementrian



Negara/lembaga atau menunjang kegiatan prioritas nasional
/kegiatan pelayanan publik/birokrasi. Kegiatan dalam RKA
dijabarkan lebih lanjut dalam subkegiatan dan group akun,yang
merupakan bagian dari kegiatan guna menunjang usaha
pencapaian keluaran/output kegiatan tersebut.
6. Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja dimulai dar :
|. Penyusunan Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran.  Menurut
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Proses penyusunan DPA yaitu
PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) SKPD paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan,
memberiiahukan kcpada- semua kepala SKPD agar 'mcnyusun
rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran
yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan
untuk meﬁcapai sasaran tersebut, dan rencana pcnari-kan dana tiap-
tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD
menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 0
(enam) hari kerja setelah pemberitahuan. TAPD melakukan
verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala
SKPD paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannyva
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan
hasil verifikasi. PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan
persetujuan sekretaris dacrah. DPA-SKPD yang telah  disahkan.

disampaikan kepada kepala SKPD. satuan kerja pengawasan daerah.
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dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD digunakan scbagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun
rancangan anggaran kas SKPD, Rancangan anggaran kas SKPD
disampaikan kepada PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)
bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan
anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan
DPA SKPD. PPKD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)
menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengaiur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana. yang tercantum
dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Anggaran memuat perkiraan arus kas masuk yang yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen
kas menerbitkan SPD (Surat Penyediaaan Dana). SPD disiapkan
oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD . Pengeluaran kas
atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD. Berdasarkan SPD

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. bendahara
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pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Penerbitan dan pengajuan
dokumen SPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk
memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran melalui PPK-SKPD.
Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM (Surat
Perintah Membayar). SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada
kuasa BUD untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan Liang kepada kepala SKPD
melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban).
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban
yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian
obyek vang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek:
c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per
rincian obyek; dan
d. menguji kebenaran  sesuai dengan SPM  dan SP2D  yang

diterbitkan periode sebelumnya.
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Pengukuran/Penilaian Kinerja

Dalam pengukuran kinerja yang menggunakan pengukuran

value for money, maka ada 3 kriteria pokok yang harus dinilai.

Konsep int sering dikenal dengan 3 E yaitu ekonomis, efisiensi, dan

efektivitas.

a.

Pengukuran ekonomis

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of
input). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian
barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga
yang terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengertian
ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang
mencakup juga pengelolaan secara hati- hati atau cermat dan
tidak ada pemborosan.

Pengukuran efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value

for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara oufput dan input.

Semakin besar owtpur dibanding input, maka semakin besar
tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak
dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif.
Penyebut atau inpur sekunder sering kali diukur dalam bentuk
satuan mata uang. Pembilang atau owput dapat diukur baik
dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. Dalam pengukuran

kinerja value for monev.efisienst di bagi menjadi 2 yaitu : (a)
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efisiensi alokasi, dan (b) efisiensi teknis atau manajerial.
Efisiensi  alokasi  terkait  dengan  kemampuan  untuk
mendayagunakan sumber dava input pada tingkat kapasitas
optimal_ Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan
mendayagunakan sumber daya inpus pada tingkat ouiput tertentu.
Quiput
Efisiensi=
Input
Pengukuran efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu
organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tercapai
tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah befjalan dengan
efektif Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa
efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang
telah dikeluarkan untuk mencapai. tujuan tersebut. Efektivitas

hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Menurut Bambang dan Lina (2005:41-43) Jenis penelitian berdasarkan tujuan

penelitian adalah

1. Penelitian eksploratif
Adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif
masih baru.

2. Penelitian deskriptif
Adalah penelitian yang dilaku-kan untuk memberikan gambaranr lebih
detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

Penelitian eksplanatif

[

Adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang
suatu kejadian atau gejala yang terjadi.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskripif
Penelitian ini memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu analisis
penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Inspektorat

Provinsi Sumatera Selatan

B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

yang beralamat dijalan Ade Irma Nasution Palembang, Telepon (0711) 410549
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Operasionalisasi Variabel
Dalam penelitian ini operasional variabel yang digunakan dalam bentuk
tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.2 :
Tabel 112

Operasionalisasi Variabel

Variabel Definisi Indikator
Penyusunan Rencana penyusunan a. Renstra (Rencana
Anggaran Berbasis | pendayagunaan dana Strategis)

Kinerja yang tersedia untuk b. Renja (Rencana
mencapai hasil yang Kerja) |
optimal dari kegiatan c. RKA (Rencana
yang dilaksanakan ' Kerja Anggaran)

Pelaksanaan Proses kegiatan yang a. DPA (Dokumen

Anggaran Berbasis | dilakukan dalam hal Pelaksanaan

Kinerja pelaksanaan pencairan Anggaran)
anggaran untuk b. Anggaran Kas
mendapatkan sasaran c. SPD (Surat
yang diinginkan oleh Penyediaan Dana)
departemen/lembaga. d. SPM (Surat Perintah

Membayar)
e SPJ ( Surat
Pertanggung

Jawaban)

Sumber : Pernilis 2013
Data Yane Diounakan
Nenurul Nur Indnantoro (2002 140) data dikelompokkan menjadi 2 vaitu

i DYara Privaey




Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
atau tidak melalur media perantara

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
skunder berupa :

1. Sejarah umum Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

=

Struktur organisasi dan pembagian tugas

od

Laporan Realisasi Target Kinerja Keuangan Tahun 2010

E. Teknik Pengumpulan Data
Nan Lin dengan alih bahasa W.Gulo (2004:129-139), menyatakan bahwa
teknik pengu'mpuian data dapat dilakukan melalui :
| Pengamatan (observast)
Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti
atau kolubulatornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan
selama penelitian
2 Survey
Survev adalah pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk

meminta tanggapan dan respon tentang sampel
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3. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden.
4 Kuisioner
Kuisioner adalah angket hanya berbeda dalam bentuknya. Pada kuisioner
pertanyaanya disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang
tersedia.
S. Metode dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mengumpulkan catatan tertulis tentang
berbagai kegiatan/peristiwa pada masa lalu.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalarﬁ penelitian ini adalah :
a. Wawancara yaitu melakukan komunikasi langsung kepada bagian-
Keuangan Inspektorat Provinsi sumatera Selatan.
b. Metode doi(‘umentasi yaitu mengumpulkan catatan tertulis mengenai
sejarah umum perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas

serta laporan tahunan tahun 2010

F. Analisis Data dan Tehnik Analisis
I Analisis data
Menurut Soeratno dan Lincolin (2003 125) ada 2 metode yaitu
a Metode Kuantitatif
Adalah metode dengan menggunakan angka- angka hasil observasi atau

pengukuran



b. Metode kualitatif
Adalah data yang dicatat bukan dengan angka- angka tetapi dengan
klasifikasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif yaitu dengan mengetahui penyusunan dan pelaksanaan anggaran
berbasis kinerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan data
kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi.

2. Teknis Analisis

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun serta
menganalisis dan penyajian data yang diperoleh dalam béntuk taEel yang
tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran mengenai analisis
penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada kantor

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.



A.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun
2008 Tanggal 18 Juni 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 59 Tarhun 2009 Tanggal 6 November 2009 tentang Perubéhan atas
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2008 Tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Secara. kelembagaan lﬁspektorat Provinsi Sumatera Selatan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur Sumatera
Selatan di bidang pengawasan yang dituangkan dalam perencanaan
strategis oreanisasi melalui visi, misi dan tujuan jangka panjang 2008-2013

serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

Pelaksanaan Pembinaan urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten/Kota

Al
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Provinsi
di pimpin oleh seorang Inspektur (Kepala Inspektorat) dan didukung oleh |

(satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah.

2. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

Visi Pembangunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah :
“Pengawasan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”

Profesioanalitas setiap Aparatur Pengawas pada inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan adalah apabila telah mampu mempergunakan segenap
ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya dalam melaksanakan
tugag-tngas pengawasén. baik sebagai teknis fungsional maupun sebagai
tenaga administratif, guna mendukung tercapainya Visi dan Misi yang

telah ditetapkan.

Transparasi deilam pengawasan diperlukan untuk menghilangkan
image negatif dengan mensosialisasikan pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sejauh mana prestasi
vang dicapal. hambatan apa saja vang dialami dalam rangka melaksanakan
program kerja dan Kegiatan yang direncanakan  Sehingga timbul
kepercavaan masvarakat terhadap kinerja Inspektorat dan Pemerintah
Provinst Sumatera Selatan pada umumnya

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan program kerja baik diminta ataupun tdak diminta kepada

pompinan ataupun kepada pihak lain (stakeholder) vang hekepentinzan
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terhadap pengawasan. Visi tersebut hanya akan dicapai dalam
pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan Misi  secara
konsisten.

Berdasarkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan dicapai
oleh segenap Sumber Daya Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan selama
sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif penuh intregritas,

bertanggungjawab, terarah dan terpadu.

[

Mendayagunakan aparatur pengawasan menjadi aparat pengawasan
yang bermoral dan kompeten untuk menciptakan kinerja yang
kompetitif, dan handal sesuai dengan tuntutan dan aspirasi
masyarakat yang aktual.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2008-2013, merupakan penjabaran dan implementasi dari Visi dan
Misi vang telah ditetapkan Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut harus
dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, yaitu
menetapkan tujuan strategis vang merupakan hasil kerja vang ingin dicapal
dalam kurun waktu | s d 5 tahun

Tujuan strategis dikembangkan berdasarkan kriteria

I Aksesabilitas dapat diterima oleh swakcholder
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6.

RE

Fleksibelitas = mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan namun
tetap konsisten terhadap Visi dan Misi

Dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif;

Pendorong kinerja;

Kesesuainan Visi dan Misi:

Mudah dipahami

Berdasarkan pendekatan di atas, maka tujuan strategis pembangunan

pengawasan tahun 2008-2013 untuk setiap revisi yang akan dicapali

dirumuskan sebagai berikut -

1.

2

Misi 1 - * Melaksanakan pengawasan secara objektif, penuh intregritas,
bertangguangjawab, terarah dan terpadu”. Tujuan Strategis dari Misi |
adalah:

Menjadikan. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga
pengawasan yang handal dalam upaya pencegahan terjadinya KKN
dalam penyenggaraan pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Misi 2 = © Mendayagunakan aparatur pengawasan menjadi aparat
pengawasan yang bermoral dan kompeten untuk menciptakn kinerja
vang kompetitif dan handal sesuai dengan tuntutan dan aspirasi
masvarakat yang aktual” Tujuan Strategis dari Misi 2 adalah

I Mewujudkan aparal pengawasan yany professional

2 Menjadikan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagat lembaga

pengawasan vang akuntabel untuk dpat menumbuhkan kepercayan
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vang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah di  Provinsi

Sumatera Selatan

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan secara
terukur vang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan,
semesteran, atau bulanan Sasaran merupakan bagian integral dalam
proses penetapan perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat
spesifik, dapat dinilai dan diukur serta merupakan tantangan ke
depan, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode

tertentu.

Berdasarkan pendekatan di .atas, maka pembangunan
pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan

sebagai berikut:

1. Tersedianya program kerja pengawasan yang akurat.
2 Terlaksananya pengawasan secara berkesinambunagan,
terarah dan terpadu

Tersedianva SDM vang berkualitas memiliki kompetensi dan

d

mentalitas vang baik sedaui dengan tuntutan masyarakat
4 Tersediannya sarana dan prasarana yang memadai
S Tersedianva informasi hasil pengawasan vang objekuf
4. Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran vang telah ditetaphan diperlukan
strategi vang tepat dan komprehensif. dengan memanfaatkan seluruh

kekuatan (potensi) dan peluang vang ada. serta memperhatikan kelemahan



dan hambatan yang mungkin terjadi. selanjutnya dijabarkan dalam bentuk

arah kebijakan pengawasan dan program-progarm strategis, seta kegiatan

uang nyata dan terukur.

Dengan memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat
untuk mengkritisi indikasi adanya praktik-praktik KKN di lingkungan
birokrasi, maka sepatutnya arah kebijakan pengawasan mengikuti dan
mencermati arus tersebut.

Untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan kekuatan yang ada
serat meminimalisir kelemahan dan ancaman diperlukan strategi yang perlu
dilakukan. Daria analisa terhadap faktor-faktor tersebut direncanakan untuk
melaksanakan strategi sebagai berikutr :

1. Mengembangkan dan membina serata memfasilitasi Sumber Daya
Manusia/ Apratur Pengawasan yang kreatif dan produktif melalui semua
jalur pendidikan béik formalfi'n’rbrmal, yaitu :

a. Meningakatkan SDM melalui pendidikan formal berupa S1, S2 dan

S3.

b. Pendidikan Pelatihan Keahlian dan Ketrampilan
¢ Meningkatkan fasilitas kerja guna terciptanva suasana kerja vang

nyaman dan konduktif

12

Meningkatkan kerjasama pengawasan dengan Kabupaten/ Kota se
Sumatera Selatan dan Aparatur Auditor [niernal  Lxiernal seperti
BPKP. BPK. KPK. ltjen Departemen. Kejaksaan dan Kepolisian vanu

dengan



a. Membuat renvana kerja pemeriksaan setiap tahun berdasarkan
kesepakatan bersama
b. Berkoordinasi dengan aparat pemeriksaan /nfernal dan extcrnal lain
dalam penanganan kasus-kasus pengaduan
5. Kebijakan
Sesuai dengan Misi Gubernur Sumsel 2008-2013, yaitu membangun
pemerintah yang amanah (demokratis, berkeadilan, jujur  dan
bertanggungjawab, serta akuntabel), yang bertujuan menungkatkan
pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan. Maka arah
kebijakan pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-
2013 ditetapl-(an sebagai berikut '
1. Pengembangan organisasi dilaksanakan secara terus-menerus dan
bersifat antisipasif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.
2. Pelaksanaan pemeriksaan diarahkan guna pencegahan dan menekan

serendah mungkin adanya praktik-praktik KKN, serta penyelamatan

kerugian keuangan Negara/Daerah.

J

3. Pengembangan sumber dava manusia diarahkan guna mendukung
pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun administratif  fungsional
pengawasan

4 Peningkatan kesejahteraan serta pengadaan sarana dan prsarana

diiringi dengan peningkatan disiplin PNS

5 Mengembangkan sistem pengumpulan data dan pelajaran terintegrasi



6. Organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik
dan efisien, maka diperlukan suatu organisasi yang teratur melalui struktur
organisasi. Sehingga dapat ditentukan pembagaian tugas dan tanggung
jawab serta pemisahan fungsi dari masing-masing bagian  Struktur
organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar

berikut:



o N (TRl T AU (LTSRN TSR VRR O TR NTRTD BIVANT) A 2 TN

‘ _.K. N Zf.ﬂr/‘, ‘,‘...‘_i..
NYLVEVT JOdNO L1

ISYOLISTIANT | AL HVAVTIA o THEHYAYTLA w | HHYAVTIM LHY GV ]
CASOHN TNV T LLNVaINad . NVdINGd m L THUNVER LENVHIN T
AOLENTISN L MOLMICSNI L ALESNI _ MOLNIdSNI SIS

| W) [T ——
TNV TS VELSINTACIY ,, |

| ! i

; I LA ‘‘‘‘‘ — \; ..... =

r—-.,..\..“N_/.\FEMuMm_I

 MALMAJSNI |

NVLVTIS VdALVINNS ISNIAOJ
C LYVIOLMAASNI ISVSINVOYO NVNISOAS NVOVH




40

7. Pembagian Tugas & Wewenang

1.

-2

Inspektur

Inspektur ~ mempunyai  tugas ~ membantu Gubernur  dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan

meliputi :

a. pengawasan terhadap pelaksaan urusan pemerintah di daerah
Provinsi, dan

b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota

Inspektur mempunyai fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian  tugas

pengawasan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesual
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai  tugas menyiapkan bahan  koordinasi
pengawasan dan memberikan pelayanan administrasif dan fungsional
kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat
Sekretaris mempunyai fungsi
a  penyiapan bahan koordinasi dan pengendahan rencana dan

program kerja pengawasan.
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b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan

laporan hasil pengawasan aparat, pengawasan fungsional

daerah;

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis

fungsional,

d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data

dalam rangka penatausahaan proses penanganan dan

pengaduan;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat

dalam rumah tangga; dan

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan :

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a.

w

menyiapkan bahan p.)enyusuna.n dan pengendalian rencana/progrém
kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan
peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan,

mengkoordinasi penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan
fasilitasi,

merencanakan dan menyusun anggaran Inspektorat;

mengelolah keuangan Inspektorat. dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinva



4. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyal tugas :

d.

menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai
dan menyimpan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional
dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta
menyusun laporan kegiatan pengawasan;

menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan,

mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;

melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;

menyusun dan menyiapkan laporan statistik hasil pengawasan;
menyiapkan dokumentasi dan pengolahan déta pengawasan;
menyelenggarakan kerja sama pengawasan, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

S. Subbagian Administrasi dan Umum

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

a

27

melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan

urusan rumah tangga:

mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan:

mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis
pelaporan.

mengelolah urusan kepegawaian.

mengelolah urusan perlengkapan dan rumah tangea. dan



6.

f

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual tugas

dan fungsinya

Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

a.

b.

pengusulan program pembinaan dan pengawasan di wilayah:
pengkoordinasian  terhadap  pelaksanaan pembinaan  dan
pengawasan,
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah,
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan;
pelaksanaan pekerjaan membawahi wilayah kerjardi lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diatur
dengan Keputusan Gubernur; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberi-kan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Setiap Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah membawahi wilayah
kerja pembinaan dan pengawasan yaitu instansi/satuan kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah
kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilavah
secara lengkap adalah sebagai berikut :
1. Irban Wilayah I

Objek Pemeriksaan pada Pemerinatah Provinsi Sumatera

Selatan
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a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
d  Dinas Peternakan
e Dinas Perindustrian dan Perdagangan
f Badan Ketahanan Pangan
¢ Badan Perpustakaan
h. Inspektorat
i, Biro Perekonomian
J.  Biro Pemberdayaan Perempuan
k. Biro Umum dan Perlengkapan
. PD. Swarna Dw-ipa dan Yayasan Asrama Haji
Objek pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota
a. Kabupaten Musi Rawas
b. Kabupaten Muara Enim
c. Kabupaten Musi Banyuasin
d Kota Palembang
Irban Wilayah 11
Objek Pemeriksaan pada Pemerintah Provinst Sumatera Selatan
a  Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karva
b Dinas Pemuda dan Olahraga
¢ Dinas Sosial
d Dinas Perkrbunan

¢ DinasPendapatan daerah



Badan Penanaman Modal Daerah

Lo |

Badan Kesatuan Bnagsa, Politik dan Perlindungan

[{i=

Masyarakat
h. Kantor Arsip daerah
i Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
j.  Biro Penghubung
k. BiroHumas dan Protokol
I.  Perusahaan Daerah Meru
m. Perusahaan Daerah Pertambangan Energi
n. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
0. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Objek Pemeriksaan padz; Pemerintah Kabuapaten/ Kota
a. Kabupaten Ogan lIlir
b Kabupaten OKU Timur
¢. Kabupaten Empat Lawang
d. Kota Lubuk Linggau
Irban Wilayah I11
Objek Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan
a Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
b Dinas Kesehatan
¢ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inforamtika
d Dinas Kehutanan

¢ Dinas Kelautan dan Perikanan
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f Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Badan Pendidikan dan Pelatithan

-~

(4

h. Rumah Sakit Ernaldi Bahar

i. Biro Otonomi dan Kerjasama

j. Biro Kesejahteraan Rakyat

k. Biro Keuangan dan Pengelolaan Aset

| Sekretariat Badan Penanggualangn Bencana Daerah
m Satuan Polisi Pamong Praja

Objek pemeriksaan pada Pemerinatah Kabupaten/Kota
a Kabupaten ogan Komering Ilir

b Kabupaten OKU

c. Kota Pagar Alam

Irban Wilayah IV

Objek Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

a. Sekretariat DPRD

b. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

c¢. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

d Dinas Pertambangan dan Energi

(2]

Badan Lingkungan Hidup
f Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

4}

h Badan Kepegawaian Daerah

i Biro Pemerintahan
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i Biro Administrasi dan Tata Laksana
k. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Objek pemeriksaan pada Pemerinatah Kabupaten/Kota
a. Kabupaten Banyuasin
b. Kabupaten OKLU Selatan
c. Kabupaten Lahat
d. Kabupaten Prabumulih
5. Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi
Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang bersifat khusus
dan pengaduan masyarakat. |
Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi mempunyai fungsi .
a. pengusulan program pembinaan dan pengawasan yang
bersifat khusus dan pengaduan masyarakat;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan yang bersifat khusus pengaduan masyarakat.
¢ pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintah daerah yang bersifat khusus dan pengaduan
masvarakat.
d pemeriksaan. pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan. dan
e pelaksanan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinva



48

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Inspektorat terdiri
dari Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan tenaga fungsional masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yg dibuat untuk periode 5

tahun sama halnya dengan PP RI No.8 tahun 2008 Renstra memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan seéuai dengan fungsinya. Renstra ditetapkan dengan
keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Renja disusun berdasarkan Rencana strategis (Renstra) Inspektorat
vang memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan, indikator
kinerja dan kelompok sasaran. masalah vg dihadapi dan usulan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Penyusuan Recana Kerja Anggaran (RKA)

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan meliputi
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a. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mulai menyusun RKA
setelah mendapat alokasi pagu dari BUD (Bendahara Umum
Daerah) Pagu sementara tersebut telah dijabarkan berdasarkan
program dan sumber alokasi belanja.
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahap berikutnya adalah penetapan jenis kegiatan, penjabaran ke
dalam kegiatan-kegiatan, penetapan output kegiatan. Pada tahap
ini Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mulai melakukan
perhitungan-perhitungan dan alokasi anggaran untuk setiap jenis
kegiatan dengan berpedoman pada standar biaya(umum dan
khusus) ataupun melakukan perhitungan berdasarkan harga pasar.
¢ Penyelesaian dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
ditandatangani oieﬁ Inspektur Provinsi  Sumatera Selatan
disampaikan ke Biro Keuangan atau Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah untuk ditelaah kesesuaian RKA dengan pagu
sementara dan data-data pendukung
9. Pelaksanaan anggaran Berbasis Kinerja pada Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan.
Dalam Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi  Sumatera
Selatan, baik itu pada kegiatan pemeriksaan maupun pada kegiatan
penunjang  pendukung seperti pemeliharaan gedung kantor maupun

pemeliharaan peralatan denzan mesin atau penvediaan fasilitas-fasihtas
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vang dibutuhkan dalam menunjang berhasilnya kegiatan yang akan
dilaksanakan pada kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, maka itu
Inspektorat  Provinsi  Sumatera  Selatan melaksanakan  kegiatan
pengelolaan keuangan yaitu anggaran belanja, dimana kegiatan yang akan
dilaksanakan telah tersedia dana dalam anggaran tersebut. Tahap
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan, sebagai berikut :
1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Yaitu pertama-tama membuat rancangan DPA Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan yang berisi sasaran, program, kegiatan dan rencana
penarikan dana Inspektorat, Kemudian Inspektur menyerahkan
rancangan DPA kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daeréh),
Rancangan di verfikasi kemudian disahkan dan DPA tersebut diterima
kembali oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

_l'\J

Tahap selanjutnya berdasarkan DPA Inspektorat, disusunlah
rancangan anggaran kas Inspektorat untuk disampaikan ke PPKD
untuk dibahas dan disahkan

Setelah disahkan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan

fad

SPD (Surat Penvediaan Dana) per triwulan  vang memuat jumlah
angearan dan pagu masing-masing program dan kegiatan termasuk
gaji

4 Pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembavaran)



SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran /
kuasa pengguna anggaran. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
dibuat untuk mengajukan permintaan jumlah dana untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan.

5. Tahap selanjutnya membuat SPM (Surat Perintah Membayar)
SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat oleh Bendahara Pengeluaran
atas persetujuan oleh pengguna anggaran. SPM yang telah diterbitkan
di ajukan kepada kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk
diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

6. Tahap terakhir yaitu Pertanggungjawaban Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan setiap
pengguaan uang kepﬁda Inspektur Sumatera Selatan, SPJ (Surat
Pertanggungjawaban) berisi rincian belanja dilengkapi dengan bukti-
bukti pengeluaran belanja seperti kuitansi, nota, surat setoran pajak
-(SSP), SPK (Surat [-’erjanjian Kontrakj, berita acara pembayaran,
berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima

barang/pekerjaan dan bukti-bukti pendukung lainnya.

B. Pembahasan
I. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan proses
penvusunan anggaran berbasis Kinerja hampir telah melaksanakan
tahapan-tahapan penvusunan vang ditetapkan oleh Perawuran Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006
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a. Tahapan pertama vaitu Penyusunan Rencana Strategis (Rencana

b

Strategis)

Alur pemikiran yang termaktub dalam dalam Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) haruslah mengacu
pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi yang diterjemahkan
dalam Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Visi dan
Misi ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program
dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja
perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi
masyarakat. Terutama pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera
Selatan.

Dz;lam penyusunan Dokumen Rencana‘ Strategis (Renstra)
Inspektorat dalam prakteknya masih terdapat perbedaan dikarenakan
adanya program dan kegiatan baru yang harus dilaksanakan dalam
rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumsel
tidak di tetapkan sebelumnva didalam Rencana Strategis Hal ini
berakibat ketidaksesuain antara Program dan kegiatan yang ada di
Renstra dengan Program dan kegiatan vang dijalankan
Tahapan kedua vaitu penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah Rencana

Kerja (Renja-SKPD) vang harus mempunyai keselarasan rumusan
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substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra SKPD dan
Renja SKPD. maka dokumen Renja SKPD haruslah mempunyai
keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra SKPD tersebut seperti isu
strategis, visi, misi, strategi dan kebijakan maupun tujuan dan
sasarannya. Sedangkan program SKPD haruslah mempedomani
rumusan program RPJMD. Kegiatan vang direncanakan pada Renstra
SKPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra
SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan
pada RKPD

Untuk dapat dikatakan telah menerapkan penganggaran berbasis
kinerja tidak hanya dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen
tersebut, melainkan juga dengan adanya keselarasan substansi antar
dokumen-dokumen tersebut yang dapat dilihat dari ada tidaknya
indikélor kinerj:a yang selaras dalam ciokumen-dokumen tersebut. Pada
SKPD, indikator-indikator kinerja yang dimuat dalam Renja SKPD
haruslah mendukung pencapaian indikator kinerja vang termuat dalam
Renstra SKPD Dan selanjutnya. indikator kinerja Renja SKPD harus
didukung oleh indikator-indikator kinerja vang dimuat dalam RKA
SKPD Adanva keselarasan indikator Kinerja ini secara logis akan
dapat  mengaitkan tujuan-tujuan  vang hendak dicapar  vang
dicantumkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra SKPD)

dengan kegiatan-hegiatan operasional vang dilaksanakan SKPD



54

Berdasarkan penelitian pada dokumen Renstra dan Renja
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adanya keselarasan antara
indikator kinerja yang dimuat di dalam Renstra dengan indikator yang
di muat di dalam Renstra, walaupun dalam proses penyusunannya
terdapat kendala-kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang
mengerti tentang penyusunan Renja, kurangnya pemahaman mengenai
teknologi karena di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan telah
menerapkan Simda Keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

atau sistem komputer dalam melakukan proses penyusunan dan

pelaksanaan anggaran.

Tahapan ketiga yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program
dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD.
RKA-SKPD juga memudt informasi tentang urasan pemerintahan daerah.
organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan
kegiatan.

Proses penvusunan Rencana Kerja Anggaran pada Inspektorat Provinsi
Sumatera Sclatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006, namun di dalam pencrapannva masih adanva kegiatan vang
tidak mencapai target kinerja. Pada realisasi pencapaian target kinerja
keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2010
(data terlampir) Dari data tersebut, ada 3 mata anggaran dari total 41
mata anggaran yang tidak mencapai target seperti kegiatan pemulangan

pegawai vang pensiun. kegiatan penvusunan laporan hasil audit dan
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kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah
Daerah.  Untuk kegiatan pemulangan pegawal yang pensiun dari
anggaran sebesar Rp. 5.000 000,- tidak ada yang terealisasi atau tidak
dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya 0 % hal ini disebabkan
karena pada tahun 2010 pegawai yang pensiun tidak ada yang pindah
ke luar daerah/pulang ke daerah asalnya karena tetap berdomisili di
Palembang. Karena realisasi/pelaksanaan dari kegiatan ini tergantung
dari ada atau tidaknya pegawai yang pensiun kembali ke daerah
asalnya. Program dan kegiatan ini diharuskan ada dalam rencana
kegiatan setiap SKPD.

Kegiatan penyusunan laporan hasil audit dari anggaran sebesar
Rp. 90.000.000,- hanya terealisasi’sebesar Rp. 24_391_250,— dengan
capaian kinerja 27,10 % atau interpretasi kinerja kurang berhasil hal ini
disebabkan karena dari yang direncanakan 305 laporan hasil audit
(LHP) yang akan diajﬁkan dari t-ahun 2009 ternyata ha.nya sebanyak 106 |
laporan yang masuk/diajukan. Pencapaian rencana kegiatan ini sangat
tergantung kepada jumlah laporan (LHP) yang diajukan

Sedangkan kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat di
lingkungan pemerintah daerah yang pencapaian kinerjanya 49,50 %. hal
ini disebabkan karena dari rencana kegiatan S0 kasus pengaduan vang
ditindaklanjuti ternyata yang masuk dengan tingkat urgensi tinggi untuk
segera ditindaklanjuti sebanyak 23 kasus untuk segera ditindaklanjuti

oleh Inspektorat di tahun 2010




2. Analisis Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Inspektorat Provinsi

dimulai dengan penyusunan :

b

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat
Provinsi Sumatera Selatan telah mengacu pada Peraturan Menter:
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, namun dalam pelaksanaan terdapat
sedikit perbedaan yaitu dalam hal jangka waktu penyampaian
rancangan DPA-SKPD kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah), di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, SKPD harus
menyampaikan rancangan DPA paling Ia'ma 6 hari kerjarterhitung
sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh PPKD, namun dalam
pelaksanaannya lebih dari 6 hari kerja hal ini dikarenakan dalam
pembuatan rancangan DPA;SKPD me.makai aplikasi SIMDA dimana
tenaga operatornya masih belum menguasai dalam penerapan aplikasi
simda, hal ini mengakibatkan proses pembuatan DPA-SKPD
terhambat
Anggaran Kas

Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk
memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur
ketersediaan dana vang cukup untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana vang tercantum
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dalam DPA-SKPD vyang telah disahkan. Anggaran Kas dibuat setelah

DPA disahkan,

Di dalam penyusunan anggaran kas Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan, telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun
2006, Kepala SKPD Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun
Rancangan Anggaran Kas SKPD. Rancangan Anggaran Kas SKPD
BUD bersamaan

PPKD selaku

disampaikan Kepada dengan
Rancangan DPA-SKPD. Pembahasan Rancangan Anggaran Kas
SKPD dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan

dalam Peraturan Kepala Daerah.

Perincian anggaran dan realisasi menurut kelompok belanja

langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat dari tabel berikut

Sumber .

ini:
Tabel IV.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja
Kode | Anggaran | Realisasi ‘ ‘
Rekening Uraian Belanja setelah ‘ elanja (Rp) % |
perubahan (Rp) | ‘ I
/ 2 3 I 4 ' 5|
521 | Belanja Pegawai | B I ‘
[~ Belanjatidak | 4922617398 | 4348825328 092.41
 langsung L
- Belanja | 638681 000 338 739000 | 81.79
- | Langsung - 1 e
33 i Belanja barang dm 3742606900 | 3220 424575 | 86.( !
| | jasa | | N I
523 | BelanjaModal | 18041770 17040000 9443
CJumlah............. | 9.341.947.068  8.325.028.903 | 89,11

!u\;n.&mun‘ Provinst Sumatera Selaian 201 3




Berdasarkan realisasi belanja Satuan Kerja Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan memperoleh anggaran dari APBD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 anggaran untuk belanja pegawai
sebesar Rp. 5.581.298.398 - terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp. 4922 617.398,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 658.681 000.-
terealisasi sebesar belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.548.825328 -
atau 92,41% meliputi belanja gaji dan tunjangan Pegawai PNS dan
untuk belanja langsung yang meliputi honor pengelola kegiatan,
honor panitia kegiatan, honor panitia pengadaan barang dan jasa dan
narasumber terealisasi sebesar Rp. 538.739.000,- atau 81,79%,
belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.742.606.900.- terealisasi
sebesar Rp. 3.220.424,55’5‘- atau 86,03 % sedangkan u;nuk belanja
modal dari anggaran sebesar Rp. 18.041.770,- terealisasi sebesar Rp.
17.040.000,- atau 94,45%.

SPD (Su;'at Penyediaan Dana)

SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD
(Bendahara Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah
Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah
penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu
memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi
kebutuhan dana SKPD Pembuatan SPD pada Inspektorat Provinsi
telah sesuai dengan PermendagriNo. 13 Tahun 2006 yaitu sebagai

berikut :
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I. Setelah Kuasa BUD melalui Seksi Anggaran menerima Anggaran
kas yang telah disahkan oleh PPKD selaku BUD dari BUD, maka
kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD dengan memperhatikan
besaran jumlah dana yang akan dicairkan pertriwulan pada DPA
SKPD.

2. Rancangan yang dibuat oleh Kuasa BUD melalui Seksi Anggaran |
disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani dengan
sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh Kasi Anggaran dan
Kuasa BUD. Namun dalam pelaksanaannya ada sedikit perbedaan
yaitu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 rancangan SPD
dibuat terpisah antara SPD Belanja Langsung dan SPD Belanja
Tidak Langsung. Sedangkanr pada Inspektorat Provinsi Sumlalera
Selatan rancangan SPD antara belanja tidak langsung dan belanja
langsung dibuat menjadi satu dan tidak terpisah hal ini disebabkan
adanya kebijakan dari Badan Pengelola Kéuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) untuk mempermudah pencairan dana.

SPM (Surat Perintah Membayar)

Pelaksanaan anggaran dalam hal penerbitan SPM (Surat
Perintah Membayar) Pada Inspektorat Provinsi Sumsel telah sesuai
dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu pembuatan dokumen
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dibuat bersamaan dengan
dokumen SPM hal ini dikarenakan pembuatan seluruh dokumen

terpusat di bagian keuangan seharusnya dokumen SPM diterbitkan
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setelah dokumen SPP dibuat dan dinyatakan lengkap dan sah oleh

verifikator.

SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

Pelaksanaan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam

hal pembuatan SPJ (Surat Pertanggungiawaban) telah sesuai dengan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu Bendahara pengeluaran secara

administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang

persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada
kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:

1. Pertanggungjawaban penggunaan UP (Uang Persediaan)

2. Pertanggungjawaban rpenggunaan TU? (Tambah Uang Persediaan)

3. Pertanggungjawaban administratif

4. Pertanggungjawaban fungsional.
| Dalam mempertanégungjawébkan pengelolaan uang persediaaﬁ,

dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:

a. Buku kas umum pengeluaran.

b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan
bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per
rincian obyek dimaksud

c. Bukti atas penvetoran PPN/PPh ke kas negara.

d Reaister penutupan kas



Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala seperti
lambatnya penvampaian SPJ, kesalahan dalam pencatatan sehingga
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran tidak sama, dan kurangnya
pemahaman tentang pajak sehingga ada kegiatan belanja seharusnya
dikenakan pajak namun karena kurangnya pemahanan tidak dikenakan
pajak.

Selain itu di dalam pelaksanaan anggaran terdapat perbedaan
antara Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 13 tahun 2006. Pada Permendagri No.13 tahun 2006,
pembuatan dan penyiapan dokumen penatausahaan keuangan berada pada
Bendahara Pengeluaran, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keéiatan) namun délam pelaksanaannya
masih belum sesuai dengan tugas dan fungsinya, kadang hanya terpusat
pada satu subbagian yaitu bagian keuangan dan dikerjakan oleh satu atau
dua orang untuk semua tugas hal ini' disebabkan kurangnya sumber d‘aya
manusia yang memiliki kemampuan dan mengerti tentang penatausahaan
keuangan sehingga menyebabkan pelaksanaan anggaran kurang selaras
dengan dokumen anggaran sehingga menghambat pencapaian

sasaran/target kinerja.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian atas analisis proses penyusunan
dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Inspektorat Provinsi
Sumatera Selatan maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penyusunan
anggaran belanja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan
prinsip-prinsip penyusunan anggaran dan menjadikan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagai acuan dalam penyusunan
anggaran berbasis kinerja,r walaupun dalam pényusunan masih menghadapi

kendala-kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu :

a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan
mengerti tentang penyusunan anggaran-yang mengakibatkan proses
penyusunan anggaran masih terpusat pada sub bagian perencanaan

b.  DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) lambat diterima.

c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) vyang disampaikan oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan tidak tepat waktu.

d  Pejabat Pelaksana Tekms Kegiatan (PPTK) dan Pembantu bendahara
pengeluaran belum sepenuhnya memahami Peraturan Menter1 Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



Saran

Dari stmpulan vang telah diuraikan diatas, penulis mencoba memberikan

beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan di masa yang akan datang sebagai berikut :

Sebaiknya pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada setiap
Sub Bagian yang terlibat dalam penyusunan anggaran belanja diberi
pelatihan mengenai penyusunan anggaran belanja agar penyusunan

anggaran tidak terpusat hanya pada subbagian saja.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan hendaknya menyelaraskan antara
penyusunan anggaran dengan pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan
kerjasama antar setiap Sub Bagian sehingga mampu mencapai target

yang telah ditetapkan.

Sebaiknya pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan berperan
aktif dalam pelaksanaan anggaran, tidak hanya satu atau beberapa orang
saja sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.
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Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Inspektorat Provinsi Sumsel
Tahun Anggaran 2010

Kode Anggaran
Rekening setelah
Uraian perubahan Realisasi Lebih/kurang Yo
1.20.07.01 Program Pelayanan | |
Ndministrasi J
Perkantoran ]
L 120070101 Penvediman Jasa Surat | 19.000.000.- 18.000.000.- 1.000.000. - 9474 |
Menyvurat
1.20.07.01.02 | Penvediaan jasa | 130.000.000.- 160.833.246.- 22.166.754.- TG
komunikast  Sumber
Dava Air dan Listrik
1.20.07.01.05 | Penvediaan Jasa | 9.600.000.- 9.600.000.- = 100.00
Jaminan Barang Milik
Daerah
1.20.07.01.06 | Penvediaan Jasa | 131.555.654.- 118.166.314.- 13.389.340.- 89.82
Pemeliharaan dan
Perizinan  Kendarman
Dinas/Operasional
1.2007.01.07 Penyediaan Jasa 29 400000 - 25.500.000 - JLeeeot. 8672
Administrast
Keuangan
s2renet ! Belanja. alat Tulis | 36.684.000- 26684000 1 - L1000 |
Kantor
| 20070000 | Pens ol Dalaiiy | 380, - | AT.9T3ANN - ZTARRL= | 999N
Cetakan dan
penggandaan
| i
s o= 5 54 = : TR | % peeniy sAEn % GTIiTR mERAPR = Seror e
P Bt 3 S0 IS ¥ A O e l'\.'.ll_\\,dhl.lil i\OlH])\Jliu” AR YRV IVIDE S AR AR .- = FTU UG
i Instalasi
! Listrik/Penerangan
- - | |
\ 1200701 13 | Pemvediaan  Peralatan | 8 000.000- [ 8000 000, - 100,00
‘ b Parlamebinman | ! ! !
CRanton |
s O (T ™ f o
2007070 14 0 Pemvediaan  Peralatan | 23 000,000 23 800 000 - [ 2000000 - | 93240
A R i | !
[ 1.2007.01 15 | Penyediaan bahan | 20.000.000.- | 19.643.975.- 356 025~ 198 ’27‘
| dan Perundang-
| - Undangan | i
[ 1 oyl poniy [EEEN RS ATV Y | = - 1 -
| . e



. | dan minuman I ‘ ‘
1.20,07.01, 18 | Rapat Koordmast dan | 330.000.000 - k 340103273~ | 9.896.727 97.11
konsultast ke Luar ‘
Daerah |
1.20.07.01.19 | Penvediaan Jasa | 144,636,000 .- 123.321.000.- 21 315.000.- 85.26
Pendukung
Admunistrast
! Teknis/perkantoran
1.2007.01.20 ' Pemvediaan Jasa tutor 04.600.000 .- 6,000,000, - - 100.00
SKJ
- 1.2007.02.20 | Pemeliharaan 85.000.000.- 84.400.000.- 600.000.- | 99.29
rutin/Berkala  Gedung
Kantor
1.20.07.02 28 | Pemeliharaan 50.000.000.- 30.000.000.- - 100.00
rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
1.20.07.02.49 | Pengadaan alat | 30.000.000.- 27.600.000.- 2.400.000.- 92.00
Elektronik Pendukung
Pengawasan
1.20.07.02:88 | Pengadaan Barang | 40.000.000.- 39.270.000.~ 730.000.- v8.18
[nventaris Kantor
UIVELI ] | I—— 1.191.475.654.- | 1.107.274.108.- | 84.201.546.- 92.93
1.20.07.04 Program Fasilitas
Pindah/Purna  tugas
PNS
1.2007.04.01 | Pemulangan  Pegawai 0 5.000.000.- 0.00
Yang Pensiun 5.000.000 -
Jumlah . 0 5.000.000.- 0.00
5.000.000.-
1200706 __ngmm Peningkatan
Pengembangan sistem
| Pelaporan  Capaian
Kinerja dun
Kewangan
120070007 Pemvusunan Laporan | 90000000, - 24391250, (3608 T30 2710
| Hastl Andu ‘ :
72007 0008 | Penvusumn Program | [3000000- | 13331075 | 1448925 | 9034
- Kerp Tahunan (PRPT) | ; ‘ !
| ‘ | | |
I — e — ———e}
P1200706 177 Penvusunan LKPI T ononoon- T 9023000 - | 975000 - | 9025

| |

Gubernur simisel |
Talun 2007 | ‘
|

I

o 200070627 T Penvusuniin Laporan = Hraoa.oor, - D25 000 -

| C Kimena Clnstansy | ! = —~

0T 00 - [ on2s



[ [ Pemerintah  (LAKIP) ‘ |
i SKPD ‘ '
1 l
1.20.07.06.34 | Penvusunan  Rencana | 10.000.000.- i‘).‘)&()_z(ii- 19.735.- | 99.80
Kerja (Renja) SKPD |
Jumlah......ocooveieinnnanc 135.000.000.- 63.972.590.- 69.027 410.- 48.87
1.20.07.20 Program Peningkatan
sistemt Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijukan KDH
1.20.07.20.01 | Pelaksanaan 785.000.000.- 725.435.700.- 59.564.300.- 9241
Pengawasan  Internal
secara berkala
1.20.07.20.02 | Penanganan Kasus | 300.000.000.- 149.691.675.- 150.308.325.- | 49.90
Pada Wilavah
Pemerintah Daerah
1.20.07.2006 | Tindak Lanjut  Hasil { 350.000.000.- 342 363 400, - 7.636.600.- | 97.82
Pengawasan
Pemerintah Provinsi
Sumsel
1.20.07.20.09 | Evaluasi dinas/Intansi | 326.534.000.- 315.130.000.- 11.404.000.- | 97.82
di Lingkungan
Pemerintalh - Provinsi
Sumscl
1.2007.20.21 | Audit Khusus Dalam | 185.080.000.- 170.670.585.- 14409 415.- | 92.21
Rangka Scrah Terima
Jjabatan |
Bupati/Walikota
1.20.07.20.22 | Koordinas 120.000.000_- 114.200.000. - 5.800.000.- | 93.17
Pengawasan
keKabupaten/Kota  sc
Sumscl
320072023 | Audit Khusus/Review 28 444 400 26.519.400.- 1923000~ | 93.23
Laporan
Peranggungjanaban
hevangan Pomenntal - 8 =
[ Prov st Suiscl ' | | J
! . 1
| b — . — L. . ] | N | | — i
[ | 30000 000 - | 286661 KO0 - L 63 338 200 - 8190

ALOT. 20 33

—

Eyaluas
Penselengaariam
Pemermtah Dacrah

i

1 2007303 !

[ 2007 200 35 |

Faaluas Lamsoskes
Sumscl semesta

273000 000 -

|

1 143500 - |

Eavaluas
Ciratis

1

Scholal

275 000,000 -

17836 300 - | /142

313750~ | 20625000~ | 92.50)
i

i
|
\



1.20.07.20.36

Evaluasi Bantuan
Gubernur ke
Desa/Kelurahan  pada
[53 Kabupaten/kota se
Sumsel

220.000.000.-

214.805.000.-

5.195.000.-

97.64

Jumlah. ...

3.215.058.400.-

2.831.996.060.-

383.062.340.-

88.09

1.20.21

Program Peninghkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur
Pengawasan

1.20.21.21.01

Pelatihan
Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan

150.000.000._-

128.639.400.-

21.360.600.-

85.76

1.20.07.21.02

Pelatihan Teknis
Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas
Kinerja

80.000.000.-

79.900.000. -

100.000.-

99.88

1.20.07.21.06

Pelatihan Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa

20.000.000.-

13.320.950.-

6.679.050.-

66.60

Jumlaho. ...

250.000.000.-

221.860.350.-

28.139.650.-

88.74

belanja
Provinsi

Jumlah
Inspckiorat
Sumsel

4.796.534.054 .-

4.227.103.108 -

569.430.946.-

88.13

Sumber : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 2013




PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT PROVINSI

Jin. Ade Irma Nasution No. Telp.354221 — Fax.350977
PALEMBANG

Palembang, 11 Februari 2013

Kepada
ymor :%Oo/qi}/lnSpektOrat.V/.zOB Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
impiran ;- Universitas Muhamadiyah
3l : Bantuan Data Palembang
di
Palembang

Menindaklanjuti Surat Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhamadiyah Palembang Nomor 08/G-17/FE-UMP/B.C/1/2013 tanggal 21
Januari 2013 perihal Mohon Bantuan Data, bersama ini kami disampaikan
bahwa kami bersedia membantu menyediakan data yang diperlukan untuk
menyusun- Skripsi saudara Sdr. Nita Megawati, Amd.

Diharapkan bahwa data tersebut dapat menjadi bahan seperlunya

dan tidak dipublikasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.
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